17

- BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITG KUALA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan dampak paiidemi Covid-

Mengingat :

1.

19 serta penyesuaian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dan pendapatan daerah lainnya, serta
memenuhi ketentuvan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.11¢ Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 huruf a, perlu
perubahan yang periu disesuaikan terhadap Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 63 ‘I'ahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Uembaran WNegara Repubilik
Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang  MNomor 1 Tahun 2001 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355)'
ig Nomor 33 Tahun 2004 icnta iig
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang NMomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ‘:“'“)};
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tentang
F'ernerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang NMomor 223 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indoncsia Nomor S679);

>3

TTnAnnro Avoy Rl nevn e 2N Malsaye [pTa %I trevbne oy
wiiaa 15-unua.us INULIIUL v ialiuil L\ LT L\.«lll.al,lr:

Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik indonesia Nomor 6187j;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintahh Momor 23 Tahun 2005 tentung
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

d

, : : et .
Tambahan  Lcmbaran  Negar Republik Indoncsia

Nomor 5340);



i0.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan i[.embaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4575);

11 Peraturan Pemerintabh Momor 86 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Ncgara Repubiik Indonesia Nomor 43579
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

reasi

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
).

12.Peraturan Pemerintah NMomor 29 Tahun 2007 tentang
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1 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165j;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman DBaerah (Lembaran Megura Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5219);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5272);

16.Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara
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Keuangan dan Admlmstrdtn Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43585j;



19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonoesia Tahun 2014 Nomor 81);

21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonoesia Tahun 2020 Nomor 94);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 15);

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

26.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);



27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250});

29.Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

30.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam
rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional,;

31.Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34);

34 .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan :

a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2020;

b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2020;

diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67.180.158.129,00

b. Dana Perimbangan Rp. 882.029.606.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 292.576.876.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.241.786.640.129,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Pegawai Rp. 542.878.105.716,55
2) Belanja Bunga Rp-
3) Belanja Subsidi Rp-
4) Belanja Hibah Rp. 12.387.482.390,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.933.475.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.902.924.045,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 220.312.266.700,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 101.251.695.586,00

Rp. 881.665.949.437,55
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp. 14.096.788.248,00

2} Belanja Barang dan Jasa Rp. 217.125.270.679,45

3) Belanja Modal Rp. 145.048.631.764,00

Rp. 376.270.690.691,45

Jumlah Belanja Rp. 1.257.936.640.129,00

Surplus / (Defisit) {(Rp. 16.150.000.000,00})
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 37.150.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 21.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 16.150.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan RpNIHIL



2. Merubah Lampiran I dan Lampiran Il Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor
63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, yang daftar perubahannya sebagaimana tercantum
pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud angka 2 di atas
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI BARITY) KUALA,

Hj. NOORMILIYA S.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 14 April 2020

Pj. SEKI

! IS-PAERAH
KABUPATL

OWUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 16



